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PUTUSAN
Nomor 0856/Pdt.G/2015/PA.Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di KECAMATAN SAMARINDA ULU, Kota

Samarinda, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KECAMATAN
SAMARINDA UTARA, Kota Samarinda, sebagai Termohon:;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2015,
telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0856/Pdt.G/2015/
PA.Smd., tanggal 13 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 30 Agustus 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
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sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1219/22/IX/2008
tanggal 06 September 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan
KOTA SAMARINDA selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat
kediaman bersama di rumah bersama di KOTA SAMARINDA selama 2
tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
anak;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan
Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hal tersebut
Pemohon ketahui karena Pemohon pernah membaca isi BBM Termohon
dengan laki-laki lain di Hp Termohon, dan Pemohon telah berusaha
menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Termohon dan Termohon
mengakui perbuatannya telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki
lain;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati dan bersabar dengan sikap
Termohon demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon namun tidak ada itikad baik dari Termohon untuk mau merubah
sikapnya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon yang akibathnya Pemohon merasa tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama
Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015

yang penyebab permasalahannya sama dengan point 5, akibatnya
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Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediaman bersama karena
Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah
kumpul lagi sampai sekarang;;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi
Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,
damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon
mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di
depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke
muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang
dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil’lkuasa hukumnya yang sabh,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dengan relaas
panggilan masing-masing tanggal 20 Mei 2015 dan tanggal 01 Juni 2015 yang
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
Permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
3
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dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon
Nomor 1219/22/1X/2008 tanggal 06 September 2008 yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda, (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI PEMOHON |, umur 41 tahun, agama lIslam, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN SAMARINDA ULU,
Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon
tetangga dekat dengan saksi;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak
harmonis sejak bulan Maret tahun 2014 tahun yang lalu karena
mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya saksi mendengar secara
langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon
dengan Pemohon dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan
asmara dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Februari tahun 2015 dan tidak pernah berkumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan rumah sampai
sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon
dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN SAMARINDA ULU,
Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi
bertetangga dekat dengan Pemohon;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohonmulai tidak
harmonis sejak bulan Maret Tahun 2014 tahun yang lalu karena
sering bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung
Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan
asmara dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Februari tahun 2015 karena Termohon meninggalkan
rumah sehingga sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama
lagi dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon
dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan

Termohon dan mohon putusan;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari uraian putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai
dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam
Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka
sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah
rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki
lain, disamping itu Termohon telah pergi dar tempat kediaman bersama sampai
sekarang sudah berjalan lebih 4 bulan lamanya, sehingga sampai saat ini
antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi,

karenanya Pemohon berniat menceraikan Termohon ;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P”. dan 2 (dua) orang saksi, yang
mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P” yang diajukan Pemohon, Majelis
Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari
suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dimeterai secukupnya
dan dicap pos telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu
telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti “P” tersebut
memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan
Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu,
maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Pemohon dan
Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal
49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang
menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...” dan di dalam penjelasan
pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah *“...(8)
Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal
30 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagaimana diterangkan dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 1219/22/1X/2008 tanggal 06 September 2008
sehingga dengan demikian Pemohon berkualitas mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti “P” adalah fotocopy akta nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah
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dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti “P” tersebut merupakan bukti
otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan
dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah
sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil angka 2
sampai 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembutian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil angka 2
sampai 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembutian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi 1 serta Saksi 2
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal

30 Agustus 2008 dan dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
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2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul suami istri selama 2 tahun
dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak
pertengahan bulan Maret tahun 2014 karena Termohon menjalin hubungan
asmara dengan laki-laki lain, sehingga antara Pemohon dengan Termohon
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa puncak pertengkaran pada awal bulan Februari tahun 2015, dan
Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang
lamanya sekitar 4 bulan;

5. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling
mengunjungi;

6. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal
30 Agustus 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon menjalin
hubungan asmara dengan laki-laki lain, oleh karena itu mereka sangat sulit
untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat
dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor
Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, seharusnya
Termohon menjaga dirinya dan mencintai serta menyayangi hanya Pemohon
saja sebagai suaminya disamping itu ikut serta bertanggung jawab atas
kelangsungan dalam rumah tangga, dengan demikian harus dinyatakan tujuan
perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21
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tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga
memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan
menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut
harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul figh yang oleh Majelis Hakim
diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu:

dlaall > Gl prio dwlaall s,
Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah
dalam surah Al Bagarah ayat 227 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai
sandaran pertimbangan dalam perkara ini, berbunyi:

orle growns alll Gls SMalllgo e 0l
Artinya: “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri
tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam
pandangan syara’ tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu
perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu,
keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang
disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang artinya
“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa
dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya

lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum lIslam di Indonesia, dinyatakan

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan f) Antara suami istri
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terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lIslam di Indonesia di atas,
maka Majlis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah
mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada
hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah
dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka
gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut
Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar
hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
dikaitkan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas
ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan
permohonan Pemohon dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru akan menjatuhkan talak
raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i
tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis
Hakim sepakat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama
Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang
tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
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yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua

biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Samarinda;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 71 Juni 2015 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
Jasri, S.H., M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Drs. H.
Muhammad Syaprudin, M.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh H. M. Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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Ketua Majelis,

Drs. H. Jasri, S.H., M.H.L.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H. Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 275.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 11 Juni 2015
Disalin sesuai aslinya

Panitera,
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Drs. Hairil Anwar, MH.
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